PEMERINTAH KOTAMADYA DAERAH TINGKAT (i
KOJOKERTO

PERATURAN DAERAH KOTAMADYA DAERAH TINGKAT 11 HMOJOKERTO
NOMCR 9 TAHUN 199%6

TENTANG

RETRIBUSI TERMINAL ANGKUTAN PENLRIPANG UMUR
DI KOTAMADYA DALERAH TINGKAT II HOJOKERTO

DEMGAM RAMMAT TUHA YANG &1L TEA
WAL IXOTAMADLY A WEVALA DARRI TIKGKAT 11 MOJOKERTO

Menimbang : a. bahwa reir.us” vong Tertaky dalam lingkungan Ter-
minal Lol U wemng thaom di Hotamadya Daerah

Tingkat selara 11 adalabh sebagaimana
diatur da : Suran Daerah Kotamadya DRaerah
Tingkat ! %ojokerio Nomor 12 -Tahun 1%3%4 vyang
telah diuvubah terakhir dengan Pars?

furen Daerah
Kotamadya Daerah Tingkat Il #ojoverte Homor 2
Tahun 19%1 ;

b. bahwa dalam rangka peningkatan pelaysnen Hevada
masyarakat dalam lingkungan Terminal e i
Penwapang Umum sebagaimana dimalsud paos o8
konsideran Imi serta guna keterpaduan e o-
mantapan dalam pelaksanaan pungutan relr »...7y2
perlv menpatur kembali seluruh jenis punLion
retribusi dimaksud, dengan menuangkannya dalam
syatu Peraturan Daerah.

Mengingat : 1. Undang-undang Nomor 17 Tahun 1850 teniang Pem—
bentukan Daerab-daerah Kota Kecil dalam Lingkungan
Propinsi Jawa Timur/Jawa Tengah/Jawa Barai ;

2. Undang-undang Momor 12 Drt Tahun 1857 tentang Per-
aturan Umum ERetribusi Daerah (Lembaran Hegara
Republi< fneunesiy Traan '8T7 Homoxr 57, Tambahan
Lewsarcwm dapnrs Republik Indonesia Homor 1268) 3

5 Tahun 1974 teniang Pokok-

d: pPzmerah (Lembaran Negara
Vb - 2574 Nomor 38, Tambahan

3. Undang—uvm’ox;
Pokok s
Renubl i’

Lembaran e o S iy Tndonesia Momor 3037} g
4. Undang-—vniaes  Noroas 20 Tzbun o 1981 tentang Hukum

Acara Pidana {Lembaran Negara Republik  Indonesia
Tahun 19%&1 Nomor 76, Tampbahan Leaboras» Kegara
Republik Indonesia Nomor 3209} ;

%. Undang-undang Nomor L& Tahux

Linias dan Angkutan Jalan (Le:sbaran
publik Indonesia Tahun 1992 Nuitor
Lembaran Negara Republik Ir.jonosis 100 2%

6. Peraturan Pemerintah Nomor 47 Tahun 1%&™
Perubahan Batas Wilayah Kotamadya Doer:il
kat 1! #ojokerto (Lembaran Negara Repuolile indona
sia Tahun 1982 WNomcr 74, Tambaban Lembaran Fiongzca
Repul:lik Indonesia Nomor 32&2) ;




4 1%37 tentang
arn dibideng

7. Peraturan Pemerintah Nomor 1%
Penyerahan Sebagian Urusan Pern:.
Peker jaan Umum Kkepada DRaerah (Lo ‘an Wagara
Republik Indonesia Tahun 1987 Womor . Tembohan
Lembaran Negara Republik Indonesiz Newoy 2275505 g

8. Peraturan Pemerintah Nowor 27 idae:: 0000 vt
Penyerahan Sebagian Urusan Pemerinoan
Bidang Lalu Lintas dan Angkuian
Daerah Tingkat 1 dan Daerah Tirgka® ii {Leuss
Negara Republik Indonesia Tahun 1390 fimncr
Tambahan Lembaran Negara Republik Iode c2sics  ijomor
343i0) ;

9. Keputusan Menteri Dalam WNegevi Fooor 202 Vahun
1977 tentang Petunjuk Pelaksanazn Kepeitusan Doer-
sama Menteri Perhubungan dan Menteri Dalma  Mogerd
tentang Pungutan Reiribusi Termipul

10. Kepuiusan &ienteri Malam Negeri Nomor &3 Tahun 1980
tentang Pedoman Pengelolaan Pervpurkirun di Daerah;

11. Keputusan Menieri Dalam Negeri Nomar : $7L.515.059
Tahun (980 tentang Terminal! dan Retribusi Terminal
Mobil Angknian Umum Non Bis {antar/dalam Kota) ;

172. Keputusan Bevsoma ilenteri Perhuburgan dan Menteri
Dalam Negeri tomor : KM.200/HK.044/PHB/285 tentang
L1 Tapun %K%
Pelaksanaan Peraturan Pemeriniah Mosor  2&  Tahun
1985 dan Penataan Kembali Furgs:i 7T L IPER A

13. Xeputusan Menteri Dalam Negeri Heomoy 27 Tahun 1290
tentang Retribusi Terminal Anglostan b

fé. Keputusan Menteri Dalam Negeri WNems: z SR T
tentang Bentuk Peraturan Dagienr & Toersturan
Daerah Perubahan ;

I15. Keputusan Direktur Jenderal Pemarahhlv*
Otonomi Daerah Departemen Dalam X:
974.551.089 Tahun 1980 tentang Fe*u
naan Keputusan Menteri Daiam
974.551.059 ;

16. Keputusan Gubernur Kepala Daerzh Tingko: I Jawa
Timur Nomor 119 Tahun 1980 tentanpg Helskcanaan
Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomovr %74 55)1.05%
Jo. Keputusan Direktur Jendera! Pemav ntabanr  Umum
dan Oionomi Daerah Nomor 974.751.08% tentang
Terminal dan Retribusi Teruw:nal HMoLi! ~Aagkutan
Penumpang Umum Non Bis (antar Kota dun dalam Kota)
di Jawa Timur ;

17. Instruksi CGubernur Kepala Daevak Tingkat I Jawa
Timur Nomor 23 Tahun 1580 +tenisng Pelaksanaan
Sistem Pembayaran Retribusi Terminal Angkutan
Penumpang Unum Non Bis di Jawa Vimur

I18. Peraturan Daerah Xotamadya Dot BRI s s II
Mo jokerto Nomor 1 Tahun 1990 ten Fenyidik
Pegawai Negeri Sipil di Llip. v intah
Kotamadya Daerah Tingkat II Mrj:l

e ]
RNl -k K10k

Dengan persetujuan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Xeizwiw & Jseerah
Tingkat II Mojokerto,



Menetapkan

»
-

PERATURAI: .0 . 1 L0707 v AERAH TINGKAT I1 MOJO-
KERTO TC% SO EGY TRV UHAL ANGKUTAR . PENUMPANG
UMUA D 30T A YA ST VITRGKAT T BOJOKXERTO .
8531
KETEHTUAN UUR
Pasal 1

Dalam Peraturan bDaerah ini, wvan,, Lriricaad
dengan :

a. Pemerintah Daerah, adalah Pemerininh kotor ayz
Daerah Tingkat Il Mojokerto ;

b. Dewan Perwakilan Rakyat Daerah, adalzh rewan
Perwakilan Rakyat Daerah Kotamadya Daevah Ting-
kat 11 Mojokerto :

¢. Walikotamadya ¥Kepala Daerah, adalah ®alikotamadya
Kepala Daevah Tingkat II Mojokerto ;

d. Dinas Pendapatan bDaerah, adalanir Dinas Pendapatan
baerah Kotamadya Daerah Tingkat II #ojokerto ;

e, Terminal., ¢ "-luh Trosarana transpovtasi jialan
untulr keperivan wmenusi can ooonernkan orang  dan
atau ey Sy in omengatur kedatangan dan pem—
beranghkatay ! srdaraan umum Yang  meruapakan salah
satu wuins cCioant arvisgew transportasi

f. Rertiboas: s+ e . o7 ot poenguetan yang dikenakan
kepada - RS 5 s} s termiua: dan  Sub
Texrmina!: oo 0 e G sisu Jceneryintah Daerah ;

g- Mobil Bus (i, ado’on satiap rendoiosan bDeymotor
yang dilenghkapi lebih dari & i ; rtempat
duduk *tidak termasuk tempat duxi A i h=mik
dengan maupun tanpa periengi: pengangirtan
bagasi yang dipergunakain sebap T

h. Mobil Penumpang Umum, ad=lar setisg L GGd7gen
bermotor yang dilengkapi dengan socban,ti &ooonynen
g8 (depalan; tempat duduk tidak iov
duduk pengemudinya baik dengan maupin Tl
leangkapan pengangkutan bagasi yanz «<ipargunalan
sebagai kendaraan umum j

i. Pengunjung, adalah setiap orang yang manasuiid
areal Terminal ;

j- Lokasi Peron, adalah tempatl atau ruangan tunggu
yang disediakan bagi pengunjung atau penumpang
vang diberi batas untuk memisahzan dengan tempat
lainnys didslain Terminal 3

kK. Kics, adaian bangunan yaag ..o lialoen dilingkungan
Teviinag: oins Sul Yerminal dan dipergunakan untuk
tempat i iry dipakai untuk kegiatan lain
yang Jdii.iooom hoatmnadya Kepala Daerah g

1. Sarana 7 oy wialan bangunan yang di-
sediakan . . dan  <Sub Terminal
untuk pei-,oe di 3

m. Tempat R=liswe, apat yang  disediakan

untuk pemasz.ngern Reklemwms? atau Proroni



n. Tempat Istirahat, adalah tempat fang disediakan
bagi kru Bis {pengemudi, kernei, kondektur) ;

o. Fasilitas Umum, sdalah semua fasilitas Yyag di-
sediakan oleh Pemer intah Daerah untuk ke-
pentingan umum dingan persyaratan tertentu vang
diatur dengan peviturnn tersendiri ;

p. Kas Daerah, adalnh Kas Pemerinten totamadya Daerah
Tingkat II #ojub: rio.

LR, T 3 |
i YELBNCCARAAN TERMIMAL

~vasal _2

{1) Untuk meningkaiikan pelayanan kepada rasyarakat
khususnya dibidang trvansportasi angkutan penum-
pang umum dengan menggunakan mohil! bus dan mobil
penumpang antar koia maupun dalam  kota, Pe-
merintah Daerah menyediakan Terminal di Kotamadya
Daerah Tingkat II Mojokerto

(2) Tata cara penyelenggaraan pengelolaan Terminal
dimaksud pada ayat (1} Pasal ini, akan diatur
iebih lanjut dengan Keputuysan Walikotamadya
Kepata Daerah. '

BABR II!}
KETENTUAN RETRIBUSI TERMINAL

Pasal 3

{1} Setiap mobil bus umun dan mobil penumpang umum
yang melayani youte pavijalanan antar kota waijib
masuk dai.m Tersia:i yaap sm=oai dengan  tabel
trayek yang felah ditetapkan ;

({2) Kewajiban dimaiksud pacda ayat {1) Pasal ini, juga
berlaku bos! mobll anemnang umum yang melayani
route neyjulonan delism keiu sesuai  dengan  yang
telah dilela;laon

(3) Kepada setiap »wk:1 uus wnum dan mobil penumpang
umum yang masux termiral dikenakan retribhvsi ;

{4) Bagi angkutan penumpang umum dengan menggunakan
mobil bus dan mobil penumpang untuk keperluan
pariwisata dan atau yang bersifat insidentil,
ketentuan dimaksud pade ayetl (1), (2) dan 13)
Pasal ini, tidak berlaku. )

_Pasal &

Besarnya pungutan retribusi setiap kali ma suk
terminal sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (3)
Peraturan Daerah ini, ditetapkan sebagsi berikut :

a. kendaraan Bus Lambat, sebesar Rp. 200,00 {tiga
ratus rupiah) ; o

b. kendaraan Non Bus antar kota sebesar Rp. 200,00
{dua ratus rupiah) ;

c. kendaraan Non Bus balam Kota, sebesar Rp. 100,00

!

(seratus rupichi,



{1)

(2)

(3)

Pasal 5
Pemungutan retribusi Terminal sebagaiman Gimaksud
dalam Pasal & Peraturan Daerah iani, ditakukan

dengan menggunakan kupon sebagai Tandz Bukti
Pembayaran Retribusi Daerah ;

Tanda Pembayaran Relribusi (TPR) Terminail sebhesun
diedarkan harus terlebih dahulu diporporasikan
oleh Dinas Pendapatan Daerah ;

Tata cara pelaksanaan pemungutan dimaksud pada
ayat {1) Pasal ini, akan diatur lebih lanijut
dengan Keputusan Walikotamadya Kepala Daerah .

Pasal 6

Selain retribusi sebagaimana dimaksud dalam
Pasal 3 ayat (3) Peraturan Daerah ini, penggunaan
fasilitas Terminal yang dikenakan retribusi se-
bagai berikui ¢

a. Kios doir L.os =

I. Untuk pemskaian kios dilingkungan Terminal
selicn maies persegi  sebesar Rp. 140,00
fservnius rupieh) seilap hari ;

2. Untuk pemakaian bLos dilingkungan Terminal
setiap mete:r persegi sebesar Rp. 75,00
{tujuh puivh lima rupigh) setiap hari j;

3. Bagi para pedagang (kios dan los) dikenakan
retribusi keamanan dan ketertibza setiap
hari sebesar Rp. 100,00 (seratus rupial}) ;

4. Bagi para pedagang {kios dan los} dil'nialun
retribusi kebersihan setiar hari sebesar
Rp- 100,00 (seratus rupiah) ;

5. Selain retribusi tersebut diatas uniuk kios
dan los dikenakan retribusi atas penggunaan
air minum dan aliran listrik sesuai tarip
yang berlaku.

b. Sarana Kebersihan Umum :
Setiap penggunaan sarana kebersihan umum :

1. Kamar mandi sebesar Rp. 200,00 (dua ratus
Tupiah) ;

2. Kamar Xecili/ 7T -=rbesay Bp. 100,00 (seratus
Tupiah).
c. Tempat iztirahai :
Setiap perngunean -at istirahat dikenakan
retribus; hestr 560,00 (lima ratus
rupiah; setisy  ovang untuk paling lama 6
(enam) jamr

=3

d. Peron :

Setiap pengunjung atau penumpang yang masuk
lokasi peron dikenakan retribusi sebesar
Rp. 100,000 (seratus rupiah).



e. Tempat Relklar: :
Penggunaan icmpat Reklame “dilokasi Terminal
- sebasar @Rp. 7.000,00 (tiga ribu rupiah) per
meter persegs: setiap bulan.

{2) Untuk setian wrhe-ien Zan atau perpanjangan izin

untuk Tengguniomen o hion dan fasilitas  lain  di-
lingkungos Tuwvinal dikenzkan retribusi, sebesar
Rp. 18.0G0,00 scoului vibu rupiah) ;

{3) Izin dimaksud pada ayat (2) Pasal ini, berlaku

selama 2?2 (dua} tahun ;

(4) Tata cara pelaksanaan penggunian, pemakaian

fasilitas vyang disediakan dan pemungutan rTetri-
busi dimaksud pada ayat (1} Pasal ini diatur
lebih lanjut dengan Keputusan Walikotamdya Kepala
Daerah.

Pasal 7

(1) Pelaksanaan pemungutan retribusi sebagaimana di-

maksud daiam Pasal 4 dan Pasal 6 Peraturan Daerah
ini, dilakukan oleh Unit Pelaksana Tehnis Daerah
(UPTD)Y Terminal dibawahk koordinasi Dinas Pen-
dapatan Daerah Kotamadya Daerah Tingkat II1 HEojo-
kerto

(2) Semua penerimaan dari hasil Retlribusi dalam

Peraturan Daerah ini, merupakan pendapatan Asli
Daerah dan harus disetor secara bruto ke Kas
Daerah melaluvi Bendaharawan Khusus Penerima Dinas
Pendapatan Daerah.

o RAB IV
LETERTUAMN LARANGAN

PYasal 8
Didalam iingkungan Terminal dilavrang :

menempatkan atau memarkir kendarzan diluar tempat
yang disediakan ;

menempatkan atau memarkir kendaraan ditempat
parkir yang bukan peruntukannva

mengadakan Kegiatan atau usaha tanpa izin ;

mendirikan, merubah atau membongkar bangunan tanpa
izin ;
memasuki atau berada didalam Termfnal bagi mereka

vang menderita suatu penyakit yang dapat menggang-—
gu kesehatan atau ketenangan umum ;

memasuki atau berada di Terminal bagi mereka yang
bertujuan atau dapat diduga bertujuan untuk menim-
bulkan kekacauan atau mengganggu ketertiban umum ;

mengadaitar picguinn lain terhadap Xendaraan penum-
pang umum bus dan noen sus, kacuali pungutan re-
tribusi termipal seperti tersebut dalam Pasal &
Peraturan Desral, ini.



BAR V

KETENTUAN PIDANA

Pasal 9

{1} Barang siapa melanggar ketentuan-ketentuar dalam

(2)

{n

{2)

Pasal 3,4&,6 dan 8 Peraturan Daerah ini, diancam
dengan pidana kurungan selama-lamanya 3 (tiga)
bulan atau denda sebanyak—-banyaknya Rp. 50.000,00
(lima puluh ribu rupiah) ;

Tindak pidana dimaksud pada ayat (1) Pasal ini
adalah pelanggaran.

BAB VI

KETENTUAN PENYIDIKAN .

Pasal 10

Selain oleh Pejabat Penyidik Umum, penyidikan
atas pelanggaran tindak pidana sebagaimgana di-
tetapkan dalam Pasal 9 Peraturan Daerah ini
dilakukan oleh Pejabat Penyidik Pegawai Negeri
Sipil di lingkungan Pemerintah Daerah yang peng-
angkatannya . ditetapkan berdasarkan peraturan
perundang-undangan yang berlaku ;

Dalam melaksanakan, tugas penyidikan, Penyidik
sebagaimana dimaksud pada ayat (1) Pasal ini,
berwenang : :

a. menerima laporan atau pengaduan dari seseorang
tentang adanya tindak pidana ; o

b. melakukan tindakan pertama pada saat iiu_lﬂif

tempat kejadian dan melakukan pemeriksadn ;

¢. menyuruh berhenti tersangka dan menanyakan
surat izin dan atau memeriksa tanda pergenal
diri tersangka ; ’

d. melakukan penyitaan benda dan atau surat ;
e. mengambil sidik jari dan memotret sesecrang ;

f. memanggil seseorang untuk didengar dan di-
periksa sebagai tersangka atau saksi ; )

‘g. mendatangkan orang ahli yang diperlukan dalam

" hubungannya dengan pemeriksaan perkara ;

h. mengadakan penghentian penyidikan apabila
tidak terdapat cukup bukti atas peristiwa ter-
sebut bukan merupakan pelanggaran dan selan-
jutnya Penyidik memberitahukan hal tersebut
kepada penuntut umum, tersangka atau keluarga-
aya ;

i. mengadakan tindakan lain menurut hukum yang
dapat dipertanggung jawabkan.



BAR VI

KETENTUAN PENUTUP

Pasal i1

Hal-hal yang beium diatur dalam Peraturan
Daerah ini diserahkan pengaturannya kepada Walikota-
madya Kepala Daerah.

Pasal 12
Dengan berlakunya Peraturan Daerah ini, di-
nyatakan dicabut dan tidak berlaku }agi Peraturan

"Daerah Kotamadya Daerah Tingkat:§l Mojokerio Nomor 12
Tahun 1984 tanggal 28 September 1384 berikut Peratu-

" rhn“peraturan perubahannya, terakhi¢ dengan Peraturan

' Paerah Kotamadya Daerah Tingkat Il Mojokerto Nomor 2
Tahun 1991 tanggal 1 April 19%91.

Pasal 13

Peraturan Daerah 1n1 mulai berlaku pada tang-—
gal diundangkan.

Agar setiap . orang _dapat mengetahuinya, me—
merintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan
penempatannya dalam Lembaran Daerah Kotamadya Daerah
Tingkat II Mojokerto.

Ditetapkan di Mojokerto
pada tanggal 2 Desember 193§

DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH . WAL IKOTAMADYA KEPALA DAERAH
KOTAMADYA DAERAH TINGKAT II MOJOKERTO. TINGKAT 11 MOJOKERTO
Ketua,
Cap.ttd. B ) Cap.ttd
R. SOEHADI TEGOEH SOEJONO, 5.H.

. pisahkan dengan Keputusan Gubernur Kepala pDaerah Tingkat I
Jawa Timur tanggal 29 Januari 1997 Nomor &3/? Tahun 1997.

A n..GUBERNUR KEPALA DAERAH TINGKAT 1
e - JAWA - T1MUR
As:sten Ketataprajaan
Cap.ttd.

Drs. MAS . JASIN
Pembina Utama Muda

NIP. 510 035 499



piundangkan dalam Lembaran L ervah Kotamadya Daerah Tingkat Il
Mo jokerto Tahun 1997 Seri B pada tanggal 27 Pebruari 1997
Nomor : 2/B.

A.n. WALIEOTAMADYA KEPALA DAERAH TINGKAT II
MOJIOXERTO
Sekretaris Kotamadya Daerah

Cap.-ttd.
Drs. BO I MIN

Pembina Tingkat I
NIP 010 045 241




